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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang 

Organisasi Kemasyarakatan tidak terlepas dari kepentingan Pemerintah 

untuk melaksanakan tujuan negara seperti yang terdapat dalam Aline ke-4 

Pembukaan UUD 1945. Keberadaan Ormas merupakan suatu keniscayaan 

dalam suatu negara demokratis yang menjamin adanya kebebasan 

berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur 

dalam konstitusi yaitu UUD 1945. Selain itu, keberadaan Ormas juga 

merupakan wujud implementasi adanya Hak Asasi Manusia yang 

dililndungi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tentang Perubahan mekanisme 

pembubaran Ormas dan penjatuhan sanksi terhadap anggota-anggota 

Ormas yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan melanggar HAM 

itu semata-mata dilakukan oleh Pemerintah untuk menjaga keutuhan 

Negara Indonesia dan kesejaahteraan masyarakat Indonesia. Seiring 

dengan pertumbuhan Ormas di Indonesia yang semakin banyak maka 

Pemerintah harus menyesuaikan keadaan yang ada dengan pengaturan 

yang mengatur Ormas-Ormas di Indonesia.  Maka dari itu sebelum adanya 

Undang-Undang Ormas yang baru, Presiden membuat Perpu Ormas untuk 

mengatur kegiatan-kegiatan Ormas yang pada akhirnya disahkan menjadi 

Undang-Undang Ormas Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan.  

2. Kepentingan Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. 

Dalam permasalahan perubahan atas mekanisme pembubaran Ormas 

yagng dilakukan oleh Pemerintah ini semata-mata hanya untuk 

menyempurnakan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Selain untuk 
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melindungi keutuhan negara Indonesia, pengaturan baru tentang 

mekanisme pembubaran Ormas ini dinilai lebih efektif dibandingkan 

dengan mekanisme pembubaran Ormas yang sebelumnya. Perubahan atas 

mekanisme pembubaran Ormas ini jangan dilihat sebagai tindakan 

Pemerintah yang melampaui kewenangannya dalam pembubaran Ormas. 

Tetapi kita harus melihatnya sebagai tindakan Pemerintah untuk 

menjalankan tugas negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

untuk melindungi keutuhan negara dan juga ketertiban umum karena 

Pemerintah tidak mungkin mengeluarkan peraturan yang merugikan 

masyarakatnya, tidak adil atau bertentangan dengan konstitusi negara 

Indonesia. 

5.2 Saran  

Menurut penulis, Pemerintah harus lebih memberikan usaha yang 

lebih untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan 

masyarakat terkait pengaturan tentang Ormas. Penulis menganjurkan 

supaya Pemerintah segera mengadakan dialog khusus dengan seluruh 

perwakilan Ormas di Indonesia. Gunanya untuk menyamakan persepsi 

Pemerintah dengan masyarakat bahwa adanya Ormas anti-Pancasila sudah 

mengancam keutuhan Negara Republik Indonesia. Dan dengan adanya 

pengaturan baru tentang Ormas ini diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan Ormas anti-Pancasila tesebut.  

Misalkan dalam permasalahan Ormas HTI, selama ini banyak 

kalangan yang menganggap bahwa Perpu Ormas hanya menargetkan 

pembubaran Ormas Islam yang disebut-sebut menentang Pancasila sebagai 

dasar negara. Adanya pendapat dari kalangan masyarakat ini terjadi karena 

kurangnya penjelasan tentang Perpu Ormas oleh pihak Pemerintah. Sebuah 

Ormas yang berbasis keagamaan  tidak dapat dibatasi oleh negara bila itu 

menyangkut wilayah hubungan hati nurani umat dengan imannya. Oleh 

karena itu setiap bentuk pengaturan perundang-undangan atas kebebasan 

berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat tidak boleh menerobos 



82 
 

masuk kedalam wilayah internal merek yang termasuk dalam Ormas 

tersebut. Negara dapat masuk kedalam wilayah tersebut melalui Undang-

Undang dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman. Namun harus 

diakui, bahwa campur tangan Pemerintah dengan pengaturan Ormas ini 

batasnya sering abu-abu dalam arti batasnya tidak jelas dan rumit. 

Karena sudah terlalu banyak permasalahan yang timbul dari 

terbitnya Perpu Ormas ini, Pemerintah haruslah menjelaskan kepada 

masyarakat Indonesia seberapa penting beberapa perubahan yang ada di 

dalam Perpu Ormas. Keharusan adanya pengakuan dari negara, jaminan 

dan perlimdungan terhadap Ormas menjadi hal yang penting untuk 

dilakukan oleh Pemerintah. Maksudnya, sebelum melakukan tindakan 

pembubaran Ormas yang sangat disoroti sejak terbitnya Perpu Ormas ini, 

Pemerintah melakukan pembinaan, edukasi dan pendekatan secara 

persuasif kepada Ormas-Ormas yang dinilai melanggar ketentuan dalam 

Perpu Ormas. Adapun dampak yang timbul apabila Pemerintah tidak 

segara menyelesaikan masalah terkait tentang pengaturan Ormas ini, 

setidaknya terdapat 344.039 Ormas yang terdaftar di Indonesia dan jumlah 

tersebut adalah jumlah yang sangat banyak dan Ormas-Ormas tersebut 

terancam dilanggar hak berserikat dan berkumpulnya dan anggota-anggota 

Ormas tersebut pun terancam terlanggar hak asasi manusianya terkait 

dengan Perpu Ormas.  

Tidak hanya itu, dampak yang ditakutkan akan terjadi adalah 

semakin banyaknya aksi anarkisme yang dilakukan Ormas-Ormas sebagai 

tindakan protes dan tidak setuju pada Perpu Ormas. Walaupun sosialisasi 

tentang kejelasan Perpu Ormas yang dilakukan oleh Pemerintah sudah 

berjalan, yang dalam hal ini adalah Kementrian Komunikasi dan 

Informatika (KEMENKOMINFO), namun sosialisasi tersebut masih 

dinilai kurang maksimal. Tidak heran apabila masih terdapat 

ketidaksamaan persepsi antara Pemerintah dan masyarakat. Merupakan 

kewajiban Pemerintah untuk menjaga dan melindungi masyarakatnya, 
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untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya terhadap masyarakatnya. 

Dan kewajiban tersebut tidak tercermin dalam diterbitkannya Perpu Ormas 

oleh Pemerintah apabila Pemerintah tidak segera melakukan penjelasan 

kepada masyarakat Indonesia. 
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